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omnibus faw Cipta Kerja be-

lum juga mencapai cpilog,
Rapat Paripurna DPR, 16 Feb-
ruari 2023, belum memberikan
persetujuan atas Peraturan Pe-
merintah  Pengganti Undang-
Undang Nomor 2/2022 tentang
Cipta Kerja. Akibatnya muncul
tuntutan pencabutan karena di-
anggap tidak mendapatkan per-
setujuan.

UUD 1945 dan UU No 12/
2011 tentang Pembentukan Per-
aturan  Perundang-undangan
(P3) menggolongkan peraturan
pemerintah pengganti undang-
undang (perppu) scbagai jenis
peraturan  perundang-undang-
an, Konsckuensinya, pemben-
tukannya wajib mengikuti pro-
sedur yang dipersyaratkan (ter-
tib prosedur) dan materi yang
diatur memedomani UUD 1945
ataupun  putusan  pengadilan
(tertib substansi)

Acuan prosedur pembentuk-
an perppu adalah Pasal 22 UUD
1945, Putusan Mahkamah Kon-
stitusi 138/PULI-VIL/2009, dan
UU P34, Pasal 22 memuat tiga hal
pokok: (i) pemberian  kewe-
nangan kepada Presiden untuk
membual  perppu; (i) kewe-
nangan itu hanya dapat diguna-
kan dalam keadaan kegentingan
yang memaksa: dan (iii) perppu
harus mendapatkan persetuju-
an dari DPR pada persidangan
berikutnya.

Mengenai makna “keadaan
kegentingan yang memaksa”,
Putusan MK 138/PUU-VIL/
2009 memberikan penafsiran,
pertama, adanya keadaan vaitu
kebutuhan mendesak menyele-
saikan masalah hukum secara
cepal berdasarkan UL Kedua,
UU yang dibutuhkan itu belum
ada schingga terjadi kekosongan
hukum, atau ada UL, tetapi tak
memadai, Ketiga, kekosongan
hukum itu tidak dapat diatasi
dengan cara membuat UU se-
cara prosedur biasa karena akan
memerlukan waktu yang cukup
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lama, sedangkan keadaan yang
mendesak tersebut perlu kepas-
tian disclesaikan.

Dalam kasus Perppu Cipta
Kerja, dua dari tiga prosedur
dalam Pasal 22 UUD 1945 me-
nurut keterangan pembentuk-
nya telah dipenuhi. Klaim ter-
sebut terluang dalam  bagian
menimbang perppu ataupun ke-
terangan yang disampaikan ke-
pada publik. Sementara prose-
dur yang belum dipenuhi adalah
persetujuan dari DPR pada per-
sidangan berikutnya.

Makna "persidangan
berikutnya”

Frusa persidangern berikist nye
merupakan frasa dari UUD 1945
sebelum perubahan yang tidak
turut mengalami perubahan sa-
at UUD 1945 diamendemen.
Penjelasan TUD 1945 sebelum
perubahan tidak menerangkan
dengan  jelas pengertiannya.
tetapi hanya menyatakan pe-
merintah tak akan terlepas dari
pengawasan DPR. Oleh karena
itu, peraturan pemerintah da-
lam pasal ini, yang kekuatannya
sama dengan ULL harus disah-
kan pula oleh DPR.

Prosedur - persetujuan DR
diatur dalam UU P3 di Pasal 52,
vaitu perppu harus diajukan ke
DPR dalam persidangan vang
berikut. Kemudian DPR hanya
memberikan persctujuan atau
tidak memberikan persetujuan
terhadap  perppu.  Penjelasan
Pasal 52 memberikan penger-
tian vang dimaksud dengan
“persidangan vang berikut” ia-
lah masa sidang pertama DPR
setelah perppu ditetapkan,

Mengenal pada jenis rapat
apakah DPR dianggap membe-
rikan persetujuan atau tidak
memberikan persetujuan, seca-
ra jelas Pasal 52 menyebutkan
pada rapal paripurna. Artinya,
pemberian  persetujuan  sebe-
lum rapat paripurna seperti ra-
pat Badan Legislasi (Baleg), ra-
pat komisi, dan lain-lain tak bisa

disebul perppu telah mendapat
persetujuan atau penolakan.
Perppu Cipta Kerja yang sta-
tusnya pada 15 Februari 2023
telah selesai dibahas di Baleg
dengan mayoritas anggota Baleg
memberikan persetujuan tidak
dapat disebut telah mendapat-
kan persetujusn DPR. Alasan-
nya, karena rapat Baleg bukan-
lah rapat paripurna sebagaima-
na dimaksud Pasal 52,
Mengenai bagaimana nasib
hukum perppu yang sudah di-
bahas dan disetujui di tingkat I
(seperti rapal Baleg), telapi be-
lum disetujui di paripurna, se-
mentara- masa sidang pertama
DPR setelah perppu ditetaplan
telah berakhir, ternyata jawah-
annya belum diatur dalam UU
P3. UL P3 hanya mengatur da-
lam hal perppu mendapat per-
setujuan DPR di rapat paripur-
na, perppu ditetapkan metijadi
UL Sebaliknya, dalam hal perp-
pu tidak mendapal persetujuan
DPR di rapat paripurna, perppu
tersebut harus dicabut dan ha-
rus dinyatakan tidak berlaku.
Jika demikian adanva, dapat
dikatakan terdapat kekosongan
hukum dalam UL P3 atas situasi
vang dihadapi oleh Perppu Cipla
Kerja. Situasi ini perlu dicarikan
jalan keluar ketatancgaraan.

Partisipasi bermakna

Situasi problematik perppu
ini sudah pernah diprediksi MK.
Pertimbangan hukum Pulusan
MK No I38PUU-VII2009
memberikan pesan konstitusi-
onal perppu melahirkan norma
hukum sejak perppu disahkan
dan nasib dari norma hukum itu
tergantung pada persctujuan
DDPR untuk menerima atan me-
nolak, Namun, sebelum adanya
pendapat DPR untuk menolak
atau menyetujui perppu. norma
hukum itu adalah sah dan ber-
laku seperti UL

Scsual prinsip negara hukum,
perlu adanya jaminan perlin-
dungan hukum bagi para pihak

yang lerdampak atas keberla-
kuan perppu. Oleh karena itu,
melalii Putusan 138/ PUUVIL/
2009, MK diberi kewenangan
menguji perppu terhadap UTD
1945 sehelum adanya penolakan
atau persetujuan oleh DPR
Meski problematik keberla-
kuan Perppu Cipta Kerja ter-
atasi dengan pesan konstitusi-
onal MK di Putusan No 138/
PUUVIT2009, bukan berarti
DPR dapat secara bebas meng-
abaikan tertib prosedur dan ter-
tib substansi dalam memproses
pemberian persetujuan atau pe-
nolakan Perppu Cipta  Kerja.
Kritik utama atas pembahasan
Perppu Cipta Kerja di DPR ada-
lah praktik legislasi kilat dan
minus partisipasi bermakna.
Legislasi kilat dipraktiklkan
dari pembahasan yang hanya
dilakukan dua hari (Kompas,
16/2/2023), padahal tersedia cu-
kup waktu di masa sidang per-
tama DPR setelah Perppu Cipta
Kerja ditetapkan, vaitu 10 Janu-
ari-16 Februari 2023, Konselu-
ensi pembahasan kilat, partisi-
pasi publik menjadi terabaikan,
Alih-alih “hadir  partisipasi
bermakna (meaningfid partici-
pation), pembahasan perppu ga-
gal memenuhi syarat dasar par-
tisipasi, antara lain tidak meng-
hadirkan secara berimbang para
pihak, seperti sertkat pekerja
atau kelompok orang yang ter-
dampak langsung yang mendu-
kung ataupun keberatan,
Harapan mewujudkan parti-
sipasi bermakna (hak masyara-
kat didengarkan. dipertimbang-
kan, dan mendapat penjelasan
atas pendapat yang diberikan)
hadir kembali saat ketua DPR
menyatakan, sebelum pembe-
rian persetujuan atas Perppu
Cipta Kerja, DPR masih akan
memperhatikan aspirasi masya-
rakat (Kompas, 17/2/2023).
Tindak lanjut pernyataan itu
schaiknya dilakukan dengan ca-
ra Rapat Paripurna DPR setelah
masa reses (17 Februari-13 Ma-

rel 2023) memutuskan menun-
da pemberian persetujuan Per-
ppu Cipta Kerja dan mengem-
balikan kepada Baleg untuk di-
bahas  kembali  berdasarkan
prinsip partisipasi hermakna,

Melalui cara tersehut, kepu-
tusan DPR dalam memberikan
perselujuan atau menolak
perppu dapat dikatakan telah
sesual tertib prosedur dan ter-
tib substansi. Hal ini juga se-
kaligus menghindarkan DPR
dari olok-olok sckadar lembaga
stempel pemerintah.
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